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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian implementasi peraturan menteri kesehatan 

nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran  (studi di RSUD H. 

Hanafie Muara Bungo) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Implementasi peraturan menteri kesehatan nomor 290 tahun 2008 tentang 

persetujuan tindakan kedokteran  (studi di RSUD H. Hanafie Muara Bungo) 

pada umumnya telah terlaksana dengan baik, dokter spesialis bedah sebelum 

meminta persetujuan Tindakan kedokteran/operasi, terlebih dahulu sudah 

memberikan penjelasan informasi persetujuan Tindakan kedokteran/operasi 

kepada pasien dan atau keluarga pasien. 

Hanya sebagian kecil saja  dari dokter spesialis bedah yang belum 

melaksanakan dengan lengkap perihal penyampaian poin-poin penjelasan 

informasi persetujuan tindakan kedokteran/operasi   

2. Adapun kendala-kendala pengimplementasian peraturan menteri kesehatan 

nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran  di RSUD 

H.Hanafie Muara Bungo adalah adanya tingkat pengetahuan dan 

Pendidikan pasien yang berbeda-beda sehingga pemahaman dan 

penerimaan pasien pun  akan berbeda, hal ini akan menimbulkan tidak 

sampainya informasi yang jelas dan benar kepada pasien, serta adanya 

perbedaan Bahasa daerah sehari-hari yang digunakan oleh pasien untuk 

berkomunikasi, menjadikan komunikasi antara dokter spesialis bedah 

dengan pasien menimbulkan kesulitan dalam menyampaikan penjelasan  
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informasi persetujuan Tindakan kedokteran/operasi, seingga pasien tidak 

memahami informasi penjelasan yang disampaikan dokter. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam di RSUD 

H. Hanafie Muara Bungo untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 

dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 

Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran  yaitu dimana Dokter 

spesialis bedah meminta keluraga pasien yang dapat memahami dan 

mengerti terhadap penjelasan informasi persetujuan Tindakan 

kedokteran/operasi yang akan disampaikan oleh dokter, serta Dokter 

spesialis bedah juga meminta kepada dikrektur RSUD H. Hanafie Muara 

Bungo agar menyediakan petugas kesehatan yang memahami dan 

mengerti bahasa pasien dan atau keluarga untuk kelancaran komunikasi 

antara dokter spesialis bedah dengan pasien sehingga penyampaian 

penjelasan informasi persetujuan Tindakan kedokteran/operasi akan lebih 

cepat di mengerti dan di pahami oleh pasien dan atau keluarga. 

B. Saran 

Saran dari penulis berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Kepada bapak direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo, agar selalu 

mengingatkan dokter spesialis bedah akan pentingnya pelaksanaan 

pemberian penjelasan informasi persetujuan tindakan kedokteran/operasi 

sebelum operasi dilaksanakan. 

2. Kepada kabid Pelayanan Medik RSUD H. hanafie beserta anggotanya agar 

selalu memeriksa persyaratan kelengkapan dokumen isi dari poin-poin yang 

tercantum dalam formulir pemberian penjelasan informasi persetujuan 
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tindakan kedokteran/operasi di ruang perawatan bedah RSUD H.Hanafie 

Muara Bungo, sebelum tindakan kedokteran/operasi dilakukan. 

3. Kepada Dokter spesialis bedah yang selalu melaksanakan tugas pelayanan 

kesehatan dalam hal ini melakukan tindakan kedokteran/operasi agar selalu 

menyampaikan penjelasan infomasi persetujuan tindakan 

kedokteran/operasi kepada pasien dan atau keluarga dengan selengkap-

lengkapnya sebelum penandatanganan persetujuan tindakan kedokteran 

/operasi dilakukan berdasarkan permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang 

persetujuan tindakan kedokteran. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan 

demi menghindari adanya kemungkinan tuntutan permasalahan hukum 

yang tidak dikehendaki dikemudian hari. 

4. Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar dapat 

menambahkan mata kuliah Hukum Kesehatan sebagai mata kuliah wajib 

bagi fakultas kedokteran di seluruh Indonesia, agar dapat meningkatkan 

pemahaman tentang Hukum Kesehatan bagi calon-calon dokter dan dapat 

mengantisipasi terjadinya permasalahan hukum antara dokter dengan pasien 

karena ketidaktahuan dokter dengan masalah di bidang hukum kesehatan. 
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